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Menimbang : a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019
tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, perlu disusun
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai petunjuk
pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem
Online Single Submission,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007
tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Perizinan
Berusaha dan Pengelolaan Sistem Online Single
Submission kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1759);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persetujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau
Komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku
usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non
perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur
pembantu kepala daerah wuntuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman
Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
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10.

11.

12.

13.

14.

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha
di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri
dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, kecil, dan
menengah.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia setelah Pelaku Usaha
melakukan pendaftaran.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin

Komersial atau Operasional.
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Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek, dan sebagainya).

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha
melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha
dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan
komersial atau  operasional dengan  memenuhi
persyaratan dan/atau Komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang
diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali
kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
selanjutnya  disingkat @ RPTKA  adalah  rencana
penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu
yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk
jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku
Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk
usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah
tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.

Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil.

Izin Lokasi di Laut adalah izin yang diberikan untuk
memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang
laut yang mencakup permukaan laut, kolom air,

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.



